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Semua sistem hukum yang
berlaku di tanah air kita (Adat,
[slam, Barat) mempunyal masa-
lah. Hukum Adat, scbagai hu-
kum tertua berada dan berlaku
di Indonesia, mempunyar niasa-
lah. Masalahnya antara lain ada-
lah hilangnya masyarakat hukum
adat dan kepala adat karena pro-
ses restrukturisasi daerah dan de-
mokratisasi dalam Negara Repub-
lik Indonesia. Akibatnya hilan-
glah tempat berlakunya hukum
adat dan pemelihara hukum adat
itu, terutama i luar Jawa. Da-
lam proses pembentukan hukum
nasional, hukum adat sebagai hu-
kum tidak tertulis, misalnya, te-
lah menjadi hukum tertulis dalam
peraturan  perundang-undangan
seperti hukum adat tanah yang
kini telah dituangkan ke dalam
undang-undang (pokok) atau per-
aturan perundang-undangan
agrania.  Demikian juga halnya
hukum Barat yang berlaku di

Indonesia atas kehendak pemerin-
tah kolonial Belanda dahulu. Ka-
rena 1a hukum penjayah banyak
vang tidak sesuar lagi dengan
suasana  Indonesia yang telah
merdeka. Karena bahasa hukum
Rarat itu tidak dapat lagi dikuasa
oleh generasi muda Indonesia, na-
mun masih berlaku juga, kitab
undang-undangnya yang tertulis
dalam Dbahasa Belanda itu telah
diterjemahkan tidak resmi (secara
pribadi) oleh orang Indonesia ke
dalam bahasa Indonesia, sehingga
hilang keotentikannya sebagai hu-
kum tertulis dalam bahasa Be-
landa. la menjadi "semu" hukum
tertulis dalam bahasa Indonesia.
Hukum Islam pun mempunyai
masalah di tanah air kita. Dalam
kesempatan 1ini, karena keter-
batasan waktu, yvang akan dibahas
adalah masalah-masalah  hukum
Islam i Indonesia dilibat  dan
sudut datangnya masalah itu,
baik intern maupun ekstern.
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Dillhat dari segi intern. hu-
kum Islam di tanah air kita bukan

tidak mempunyai masalah. Ma-
salah itu bahkan sering sulit dipe-
cahkan, karena acapkali disang-
kutpautkan dengan "kepercayaan"
vang ada pada kelompok ummat
Islam bersangkutan. Dilihat dari
segli ekstern, masalah tersebut
datang dari orang non-muslim,
juga dari orang lIslam sendiri
vang, di masa lalu dan juga se-
karang, sering tkut membicarakan
hukum [slam dipandang dari
sudut agama mereka atau ideologi
(paham) yang mereka anut.

Hukum Islam, baik di dalam
pengertian syari’ah maupun da-
lam pengertian fikih, kedua-
duanya menjadi masalah, baik da-
lam teori maupun dalam praktek
pelaksanaannya di  masyarakat.
Tanpa mengetahui masalah-masa-
lah itu, kita tidak akan mampu
melihat profil hukum Islam dan
posisinya sebagai salah satu kom-
ponen hukum Indonesia yang ber-
sifat majemuk.

Selama lebih kurang satu se-
tengah abad lamanya, hukum Is-
lam di tanah air kita diperlakukan
tidak adil oleh politik hukum pe-
merintah Kolonial Belanda dahulu

sehingga keadaannya bagaikan
"kerakap tumbuh di batu, hidup
segan mati tak mau." Keadaan

mi dapat dilihat, misalnya, pada
lembaga penegakan hukum Islam

atau peradilan agama dahulu dan
pada substansi hukum Islam sen-
diri.  Tantangan hukum Islam,
karena itu, memang berat sekah
di tanah air kita, terutama selama
abad ke-20 ini1, setelah Christian
Snouck Hurgronje mengemukakan
teori resepsi-nya.  Teori resepsi
adalah teori yang mengatakan hu-
kum Islam bukan hukum kalau
belum diterima ke dalam dan oleh
hukum Adat.

Sebelum wuraian dilanjutkan,
perlu segera dielaskan bahwa
yang dimaksud hukum Islam da-
lam pembicaraan in1 adalah hu-
kum Islam bidang mu'amalah.
Hukum Islam bidang mu’amalah
itupun hanya menyangkut hukum
perdata saja, tidak meliputi hu-
kum pidana. Sebab, riwayat. hu-
kum pidana Islam di tanah air
kita telah tamat, dengan diber-
lakukannya KUH Pidana (Wet-
boek van Strafrecht) Belanda
pada tahun 1918 kepada semua
penduduk nusantara ini. oleh Pe-
merintah Hindia Belanda dahulu.
Rersamaan dengan itu hukum pi-
dana adatpun dihapuskan pula
oleh Pemerintah Hindia Belanda
tersebut. Di samping hukum Is-
lam bidang muamalah, hukum ls-
lam bidang lbadah pun di zaman
penjajahan itu, misalnya menge-
nai ibadah haji, mendapat rin-
tangan juga dari Pemerintah Hin-
dia Belanda untuk dilaksanakan



oleh kaum muslimin di tanah air
kita. Dengan mehhat kedudukan
hukum lIslam di tanah air kita di
masa lalu yang mempunyai akibat
pada keadaannya sekarang, pem-
bicaraan mengenai hukum [slam
dan permasalahannya ini, akan
dipusatkan pada hal-hal Dberikut

(1) hwkum  perkawinan  dan
masalahnya, (2) hukum kewarisan

dan masalahnya, (3) hukum wakaf

dan masalahnya, (4 hukum zakat
dan  masalahnya, () peradilan
agama dan masalahnya, (6) kom-
pilast hulewm Islam dan
masatahnya, (7) hwkwn nasional
dan.  masalahnya,  dilihat  dan
sudut pandangan umat lslam dan
hukum Islam.

Sebelum pembicaraan menge-
nal hukum Islam ini dilanjutkan,
perlu disebutkan salah satu ciri-
nya yang khas yakni hubung-
annya dengan iman dan kesusi-
laan. Iman, hukum dan kesusi-
laan yang sering disebut aqidah,
syariah dan akhlak, merupakan
tiga taliyang terpilin menjadi satu
yang tetap berjalan dalam sistem
hukum Islam yang dapat dibe-
dakan tetapi tidak mungkin dipi-
sahkan. [tulah watak hukum Is-
lam yang esensial dibandingkan
dengan hukum Barat, misalnya.
Watak ini kurang dipahami oleh
sarjana-sarjana hukum Barat, se-
perti yang diajarkan melalui Pe-
ngantar llmu Hukum di takultas-

fakultas Hukum di Indonesia.

Pemahaman yang kurang je-
las mengenai hubungan iman, ke-
susilaan dan hukum itu merupa-
kan salah satu masalah hukum
di tanah air kita yang perlu di-
luruskan. Kekurang pahaman ini
merupakan salah satu faktor yang
menyebabkan hukum Islam dis-
alah-pahami oleh orang Barat dan
orang Indonesia, baik yang mus-
lim maupun yang bukan muslim
yang mempergunakan ukuran
ilmu hukum Barat terhadap hu-
kum [slam.

Mengenai kedudukannya da-
lam UUD 1945, sebenarnya, tidak
hanya terdapat dalam pasal 20
atau 24 secara umum tetapi
khusus dalam pasal 29 ayat (1)
UUD 1945, Di dalam pasal 29
(1) ini jelas dicantumkan bahwa
Negara berdasar atas Ketuhanan
Yang Maha  Esa.  Menurut
Hazairin kaidah fundamental da-
lam pasal 29 ayat (1) itu dapat
ditafsirkan dalam enam kemurig-
kinan. Tiga di antaranya yang
relevan dengan pembicaraan ini,
intinya adalah:

) Dalam negara R.I. ini
tidak boleh ada atau berlaku hu-
kum yang bertentangan dengan
kaidah-kaidah agama yang berla-
ku bagi pemeluk agama di tanah
air kita. Tafsiran pertama ini
dapat digunakan sebagar pem-
benaran atas penolakan umat Is-



lam terhadap sebagian isi RUU
Peradilan Anak (1996) dan RUU

Perkawinan tahun 1973 dahulu,
karena, i dalam RUU terscbut
terdapat masalah yang Dberten-
tangan dengan hukum Islam. Da-
lam RUU Peradilan Anak ada ma-
salah anak angkat dan perwalian.
Dalam RUU Perkawinan ada 19
butir masalah di antaranya ada
dalam pasal 2 RUU tersebut yang
dirumuskan sebagat berikut: "Per-
kawinan adalah sah apabila diia-
kukan di depan Petugas Pencatat
Perkawinan”. Konsep dan rumus-
an 11 sepenuhnya menurut pola
hukum Barat yang memandang
perkawinan hanyalah hubungan
hukum perdata saja antara se-
orang pria dengan seorang wanita.
Menurut  hukum Islam perka-
winan hanyalah sah apabiia dila-
kukan setelah syarat dan rukun-
nya dipenuhi.  Pencatatan perka-
winan, menurut hukum fikih Is-
lam klasik, bukanlah rukun yang
menentukan kesahan perkawinan,
walaupun pencatatan 1tu perlu
dan memang berguna untuk ke-
maslahatan suami-istr1 atau un-
tuk kepentingan administrasi per-
kawinan dalam rangka memel-
hara ketertiban umum atau ke-
pentingan suami-istri itu sendiri
dan anak-anaknya kemudian hari.
Pencatatan perkawinan, menurut
pendapat itu, bukan merupakan
unsur konstitutif yang menim-

e

bulkan kesahan perkawinan, te-
tapt  unsur deklaratif  adminis-
tratil, sebagai alat bukti yang
mengatakan bahwa mereka
(orang-orang itu) memang suami-
istri. Akan tetapi, dalam sistem
hukum perkawinan kita sekarang,
pencatatan nikah, kendatipun itu
bukan merupakan rukun menurut
hukum fikih Islam klasik, tetapi
berdasarkan  mashlahah  mur-
salah, pencatatan itu merupakan
conditio stne qua non bagr sua-
mi-istri itu dan anak-anaknya,
terutama berkenaan dengan ke-
warisan nanti.

(2) Negara  wajlb  menja-
lankan syari’at semua agama yang
berlaku di Indonesia, kalau untuk
menjalankan syarrat itu memerlu-
kan bantuan kekuasaan negara.
Ini berarti bahwa negara wajib
mengatur dan menjalankan hu-
kum yang berasal dari ajaran aga-
ma untuk kepentingan Dbangsa
Indonesia, kalau pelaksanaannya
memerlukan bantuan penyeleng-
gara negara. Artinya adalah, ne-
gara berkewajiban menjalankan
syarfat agama untuk kepentingan
pemeluk agama yang bersang-
kutan di Indonesia. Syarrat Islam
yang mengatur hubungan manu-
sia dengan Tuhan seperti shalat
dan puasa, misalnya, adalah ke-
wajiban pribadi pemeluk agama
yang bersangkutan untuk melak-
sanakannya sendiri.  Namun de-



mikian, perlu segera dicatat, kare-
na keunikan sistem ajaran Islam
dan hukum Islam, ada juga hu-
kum yang termasuk kategori iba-

dah, Pemerintah R.I1.  wajb
membantu  penyelenggaraannya

dengan menyediakan fasilitas be-
rupa sarana pengangkutan, kese-
hatan dan alat pembayaran luar
negeri, agar ummat Islam Indone-
sia dapat melaksanakan syari’at
Islam mengenai ibadah haji i
Mekah Arab Saudi, misalnya.

(3) Syarrat yang pelaksa-
naannya tidak memerlukan ban-
tuan negara dapat dijalankan
sendiri oleh pemeluk agama yang
bersangkutan. Ini berarti bahwa
hukum yang berasal dari agama
yang Dberlaku di Indonesia yang
dapat dijalankan sendiri oleh pe-

meluknya menurut kepercayaan
pemeluk agama masing-masing

seperti hukum ibadah murni, mis-
alnya, dijamin UUD 1945, seperti
dirumuskan dalam pasal 29 ayvat
(2) UUD tersebut.

Hukum Islam di tanah air
kita, apabila dilihat dar sanksi
atau padahannya dapat dibagi 2,
yaitu: (1) hukum Islam yang ber-
sifat normatif, dan (2) hukum Is-
lam yang bersifat yuridis formal
yang telah menjadi hukum positif
di Indonesia. Kedua-duanya ber-
laku untuk ummat Islam yang
menjadi warga negara Republik
Indonesia. Perbedaannya adalah

pada sanksi atau padahannya.
Hukum Islam yang Dbersifat
(1) normatif berlaku bag: masya-
rakat muslim Indonesia.  Jika
iman masyarakat muslim itu tebal
dan ketagwaannya benar, hukum
Istam yang bersifat normatif itu
akan terlaksana dalam kehidupan
mereka sehari-hari dan akan ber-
jalan dengan baik dalam masya-
rakat  muslim  Dbersangkutan.
Akan tetapi, jlka imannya tipis
dan ketagwaannya tidak Dbenar,
hukum Islam yang bersifat nor-
matif tidak dapat terlaksana da-
lam masyarakat yang anggota-
anggotanya mengaku Dberagama
Islam tetapi belum tentu melak-
sanakan hukum dan ajaran Islam
dalam  kehidupan sehari-hari.
Dalam hubungan ini (sambil lalu)
perlu dicatat bahwa dalam kepus-
takaan kita sering membaca per-
kataan masyarakat Islam dan
masyarskat muslim. Keduanya
sering dianggap sepadan atau si-
nonim. Namun, kalau dilihat dan
sudut ajaran Islam kedua istilah
itu mempunyai perbedaan. Di da-
lam masyarakat Islam hukum dan
ajaran Islam dilaksanakan, se-
dang di dalam masyarakat muslim
hukum dan ajaran Islam belum
tentu dilaksanakan. Apabila kita
lihat keadaan ummat Islam di
seluruh dunia sekarang kita cen-
derung Dberpendapat bahwa yang
ada kini adalah masyarakat mus-



Islam.
mempunysil

lim  bukan
Masyarakat

masyarakat
[slam
ciri- ciri yang disebut dalam al-

Qur'an dan al-Sunnah. D1 anta-
ranya adalah: (1) persaudaraan,
(2) persamaan, (3) toleransi, (4)
amar ma'ruf nahi munkar. ()
musyawarah. (6) keadilan, (7) ke-
seimbangan antara kewajiban dan
hak, antara kewajiban individu
dengan hak individu, antara ke-
wajiban masyarakat dengan hak
masyarakat, antara kepentingan
incdividu dengan kepentingan ma-
syarakat. Masyarakat Islam me-
rupakan kerangka acuan untuk
masyarakat muslim,.  Qleh Karena
itu masyarakat muslim yang ada
sekarang  harus dikembangkan
menuju masyarakat Islam. dengan
berbagai cara dan upaya.

Dalam masyarakat mushm i
beberapa tempat di Indonesia hu-
kum Islam kurang atau sulit men-
dapat tempat. Hal ini disebabkan
karena faktor-faktor intern dan
ekstern tersebut di atas. - Faktor
intern adalah faktor yang muncul
dari dalam masyarakat muslim
sendiri.  Faktor ekstern datang
dan luar, sebagar akibat penerap-
an  politik  hukum  Pemerintah
IKolonial  Belanda dahulu  yang
didukung oleh sistem pendidikan
(vang bersifat) sekuler yang dite-
rapkan dalam masyarakat muslim
Indonesia.

Mengenai hukum yang bersi-

fat. normatif ini, faktor intern itu
terlihat pula misalnya pada pe-
laksanaan zakat atau hukum
zakat sebagai bagian dari hukum
Islam. Dibanding dengan hukum
shalat, puasa dan haji, hukum
zakat dalam masyarakat mushm.
kurang dapat dilaksanakan kare-
na kurangnya penjelasan dan pa-
ra ulama dan da'i tentang hukum
zakat yvang bersilat normatil itu,
i samping 1itu pelaksanaan hu-
Lum zakat memang sangat ter-
gantung pada iman dan ketaqwa-
an seseorang. Taqwa dilihat dari
sudut hukum Islam mengandung
4 dimensi, yaitu (1) hubungan nia-
nusia dengan Tuhan, (2) hubung-
an manusia dengan hati nurani
manusia  sendirt, (3) hubungan
manusia dengan manusia dan ma-
syarakat, dan (4) hubungan ma-
nusia dengan lingkungan hidup.
Ikeempat dimensi in1 seyogyanya
dikembangkan secars baik dan
benar.

Da'wah [slam dewasa ini ma-
sih lebih banyak berbicara tentang
masalah shalat, shaum dan haji,
tetapi kurang banyak membahas
tentang zakat. Oleh karena itu
pengetahuan ummat  Islam me-
ngenal zakat sangat kurang.  Im
merupakan masalah lain hukum
normatd yang perlu pemecahan-
nya & waktu mendatang agar
lembaga zakat dan tujuan yang
terkandung di dalamnya mencapai



sasaran, yaitu pemerataan rezeki
keadilan ekonomi i dalam ma-
syarakat muslim Indonesia.
Masalah lain hukum Islam
normatif ini adalah sikap para
ulama kita yang berpegang pada
hasil ytihad para mujtahid masa
silam yang tercantum dalam satu
kitab tertentu, tanpa Dberusaha
mengadakan evaluasi dan peru-
musan kembali hasil jtihad para
ulama puluhan abad yang laiu
Mereka memandang {inal hasil
pemikiran para ulama di zaman
lampau tanpa ingin ‘mevumuskan
kembali atau mengembangkan-
nya sesuai dengan situasi dan
kondisi di Indonesia. Sebagai con-
toh dapat dikemukakan tentang
hukum zakat tersebut di atas.
Perumusan dan pengembangan
hukum zakat pada umumnya -
lakukan oleh para ulama Timur
Tengah di masa lampau vang
dipengaruhi oleh keadaan di dae-
rah Arab. Di daerah Arab seperti
yvang tersebut dalam Sunnah Nabi
yang tumbuh, misalnya, jelai. Se-
dangkan yang tumbuh di Indone-
sta  samasekali berbeda dengan
vang terdapat di Arab itu. Ih
Jakarta misalnya bisa tumbuh
anggrek, di Sulawesi cengkeh, di
tempat lain ada tambak udang
dan sebagainya. Itu semua tidak
terdapat di dalam kitab-kitab tikih
hasil jjtihad para ulama dahulu;
sehingga ada ulama Kita yang te-

Kitab-kitab

tap berpegang pada
hasil ijjtihad mereka itu dahulu,

mengatakon  bahwa  anggrek,
cengkeh dan tambak udang tidak
perlu dizakati karena tidak ada

hukumnyva dalam  kitab-  kitab
{ikih (dahulu).  Padahal. secara
ekonomis  penghasilan  petani

cengkeh, anggrek dan peternak
udang jauh lebih besar dari peng-
hasilan petani yang penanaman
padi yang dianalogikan dengan
gandum 1tu Dalam - hubungan
ini, agaknya, perbedaan syarr’ah
dan fikih perlu ditegaskan kem-
bali.  Perbedaannya adalah: (1)
Syari’at terdapat dalam al-Qur'an
dan kitab-kitah Hadis. berupa fir-
man Allah dan sunnah Rasul-Nya
Muhammad. Fikih terdapat da-
lam kitab-kitab fAkih berupa hasil
pemahaman manusia yang meme-
nuhi syarat. untuk berijtihad ten-
tang syariat. (2) Syari’at adalah
Tuhan dan
Rasul-Nya karena itu  Dberlaku
abadi.  Fikih adalah karya ma-
nusia yang dapat berubah dari
masa ke masa. berbeda di suatu
tempat dengan di tempat lain. (3)
Syari’at bersdat fundamental dan
universal, mempunyai  ruang
lingkup yang lebih luas dari fikih.
Fikih Dbersifat instrumental dan
lokal, ruang lingkupnya terbatas
pada apa yang biasanya disebut
perbuatan  hukum. (4) Syari’at
hanya satu, sedang fikilh lebih

ciptaan ketentuan



dari satu, seperti terlihat pada
aliran-aliran hukum yang dischul
mazahib atau mazhab-mazhab itu.
() Syari’at menunjukkan kesa-
tuan dalam Islam, sedang fikih
menunjukkan keragamannya.

Hukum Islam yang telah
menjadi hukum positif adalah
hukum Islam yang telah diben
sanctum atau sanksi oleh pengua-
sa RI. Apabila dibandingkan de-
ngan hukum Barat secara keselu-
ruhan, hukum Islam yang telab
menjadi hukum positif’ im hanya
sebagian keell saja dari keselu-
ruhan hukum Islam, (hukum is-
lam positif) itupun hanya menge-
nai hukum perdatianya saja. Hu-
kum publik  mengenai ketata-
negaraan juga tidak berlaku, ke-
cuali beberapa prinsipnya seperti
musyawarah yang disebut dalam
Uy 1945,

Hukum publik  lain, pada
umumnya, juga tidak berlaku di
Indonesia dan di negara-negara
muslim di seluruh dunia. Sebab-
nya adalah karena negara-negara
muslim itu dijajah selama ber-
abad-abad oleh bangsa Barat yang
memberlakukan hukum publiknya
di negeri-negeri muslim jajahan-
nya itu.

Hukum keperdataan  Islam
vang berlaku bagi ummat Islam
Indonesia sebagai hukum positif,

hanyalah hukum perkawinan, hu-
kum kewarisan dan hukum per-
wakatan tanah milik. Untuk me-
negakkan hukum perkawinan, ke-
warisan dan perwakafan itu pada
tahun 1882  didirikan  Pri-
esteraad (majhis pendeta) suatu
nama yang salah, &1 Jawa dan
Madura. Pada tahun 1937 didiri-
kan Qadi dan Qadi Besar di Ka-

Umantan  Seclatan  dan  sebagian
Kalimantan  Timur. Kemudian,

pada tahun 1957 didirikan Ma-
hkamah Syariyab di luar Jawa
Madura, dan Kalimantan Selatan
dan Timur. Pada tahun 1980
peradilan agama yang Dberbeda
namanya itu diseragamkan men-
jadi Pengadilan Agama, tetapi de-
ngan wewenang vang masth ber-
beda. Pada tahun 1989 wewenang
Peradilan Agama disatukan i se-
luruh wilayah Indonesia dengan
Undang-undang nomor 7 Tahun
1989, Undang-undang ini selain
memuat susunan dil“ wewenang
peradilan agama memuat juga
Hukum Acara Peradilan Agama.

Rendatpun  hukum perka-
winan, kewarisan dan perwakafan
tanah  milik. sudah dinvatakan
berlaku dan menjad: hukum po-
sitif i tanah air kita, namun,
bidang-bidang  hukum tersebut
mempunyal masalahnya masing-
masing ***





